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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 

a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan 
kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintahan 
Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada 
masyarakat dan kinerja serta kualitas sumber daya 
manusia badan layanan umum daerah unit pelaksana 
teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit 
pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah 
perlu didukung remunerasi berbasis kinerja; 

c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan 
pemberian remunerasi pada badan layanan umum daerah 
unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat 
dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan 
daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu 
mengatur remunerasi badan layanan umum daerah unit 
pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan 
unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan 
daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan 
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat 
Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Laboratorium Kesehatan Daerah; 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang. 
4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Kesehatan Kabupaten Batang. 
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. 
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada 
umumnya. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN 
DAERAH. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­ 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
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Pasal 3 
(1) Pemberian remunerasi mempertimbangkan faktor sebagai berikut: 

a. proporsionalitas yaitu pertimbangan atas ukuran (size), jumlah aset 
yang dikelola dan tingkat pelayanan; 

b. kesetaraan yaitu dengan memperhatikan bisnis pelayanan sejenis; 

Pasal 2 
(1) Alokasi remunerasi berasal dari pendapatan: 

a. pelayanan pasien umum; 
b. pelayanan pasien dengan jaminan; 
c. Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan; dan 
d. pendapatan lain-lain yang sah. 

(2) Besaran remunerasi ditetapkan sebesar 49% (empat puluh sembilan per 
seratus) dari total alokasi remunerasi pendapatan BLUD sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1}. 

(3) Perhitungan alokasi dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD. 

Bagian Kesatu 
Umum 

BAB II 
REMUNERASI 

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPI'D adalah 
unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas selaku kuasa 
pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah 
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. 

9. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah 
sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan 
pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang 
bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab 
penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada 
kesehatan perorangan dan masyarakat. 

10. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah 
Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional, 
pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian 
layanan yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis. 

11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah 
organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
BLUD. 

12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, 
honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/ atau pensiun 

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
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Pasal 5 
Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), 
penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor: 
a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta 

produktivitas; 
b. pelayanan sejenis; 
c. kemampuan pendapatan; dan 
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan 

manfaat bagi masyarakat. 

Pasal 4 
(1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, 

meliputi: 
a. pengalaman dan masa kerja; 
b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku; 
c. risiko kerja; 
d. tingkat kegawatdaruratan; 
e. jabatan yang disandang; 
f. hasil/ capaian kinerja; dan 
g. kehadiran. 

(2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam bentuk skor individual. 

(3) lndikator penilaian dalam bentuk skor individual sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin. 

Bagian Kedua 
Indikator 

c. kepatutan yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD UPfD 
Puskesmas dan BLUD UPfD Labkesda; dan 

d. kinerja operasional BLUD UPfD Puskesmas dan BLUD UPfD 
Labkesda. 

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah. 

(3) Dalam menentukan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
Bupati membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur: 
a. Dinas; 
b. lnspektorat Daerah; 
c. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah; 
d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; 
e. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 
f. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 
g. perguruan tinggi; dan 
h. lembaga profesi. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
dengan mempertimbangkan paling sedikit indikator keuangan, pelayanan, 
mutu dan manfaat bagi masyarakat. 

(6) Faktor kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 8 
(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas 

dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, 
bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. 

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut: 
a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40o/o (empat 

puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; 

Bagian Kelima 
Remunerasi Dewan Pengawas BLUD 

Pasal 7 

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling 
banyak sebesar 90°/o (sembilan puluh per seratus) dari remunerasi Pemimpin. 

Bagian Keempat 
Besaran Remunerasi 

Pasal 6 
( 1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPI'D Puskesmas dan BLUD UPI'D 

Labkesda diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan 
profesionalisme. 

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan 
kerja yang diberikan dalam komponen meliputi: 
a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; 
b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan; 
c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan 

pendapatan di luar gaji; 
d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat 

tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas 
prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; 

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan puma jabatan 
sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau 

f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang. 
(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi: 
a. bersifat tetap berupa gaji; 
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas 

prestasi; dan 
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 

profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil. 
(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 
a. bersifat tetap berupa gaji; 
b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan 
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 

profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. 
(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai 
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Pasal 11 
( 1) Pemberian pesangon bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai berstatus non 

pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan 
pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang 
beban premi atau iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD Puskesmas. 

(2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari 
gaji dalam 1 (satu) tahun. 

Pasal 10 
Pemberian gaji, tunjangan tetap dan pesangon bagi Pejabat Pengelola dan 
Pegawai berstatus non pegawai negeri sipil ditetapkan dengan Keputusan 
Pemimpin BLUD. 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 9 

( 1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pemberian remunerasi BLUD UPfD Puskesmas dan BLUD UPfD 
Labkesda. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. sosialisasi; 
b. supervrsi; 
c. bimbingan teknis; dan 
d. asistensi. 

(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pembinaan dan pengawasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pembinaan dan 
pengawasan kepada Bupati setiap 3 (tiga} bulan sekali atau sewaktu­ 
waktu bila diperlukan. 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga 
puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan 

c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% 
(lima belas persen} dari gaji dan tunjangan pemimpin. 

(3) Besaran honorarium yang diterima Dewan Pengawas dan Sekretaris 
Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Keputusan Pemimpin BLUD. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Batang 
pada tanggal :)B Apr,1 ~0~1 

Ditetapkan di Batang 
pada tanggal ,-B Apr, l .10~2 

Pasal 12 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

HKM
Typewritten text
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

HKM
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI


HKM
Typewritten text
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

HKM
Typewritten text
    18 B


